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I.   UMUM 

            Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional merupakan upaya dalam 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan 

menitikberatkan pada pembangunan fisik dan nonfisik yang mempunyai 

peran penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat 

melalui pendekatan pembangunan infrastruktur kewilayahan. 

            Selain berperan dalam mendukung berbagai bidang pembangunan, 

Proyek Strategis Nasional juga berperan dalam mendukung pertumbuhan 

dan perkembangan berbagai industri barang dan jasa serta menciptakan 

ruang pekerjaan bagi masyarakat luas guna mendukung peningkatan 

perekonomian dan kesejahteraan nasional. 

            Dalam upaya tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan dan 

langkah-langkah strategis melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja, yang dalam implementasinya memerlukan keterlibatan 

semua pihak terkait, untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya 

bagi rakyat Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang 

layak, melalui percepatan Proyek Strategis Nasional. 

            Dalam penyelesaian Proyek Strategis Nasional, regulasi dan institusi 

masih menjadi hambatan paling utama disamping hambatan fiskal, 

infrastruktur, dan sumber daya manusia. Regulasi yang ada dianggap 

belum dapat mendukung penciptaan dan pengembangan usaha, bahkan 
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cenderung membatasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Sehingga 

diperlukan regulasi yang memberikan fasilitas kemudahan dalam 

percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional pada tahapan 

perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, serta kemudahan dalam 

operasional dan pemeliharaan dari Proyek Strategis Nasional dimaksud, 

termasuk di dalamnya kemudahan dalam pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa pemerintah untuk mendukung Kemudahan Proyek Strategis 

Nasional. 

            Kemudahan Proyek Strategis Nasional dimaksud akan memberikan 

kepastian dalam keberlanjutan penyelesaian Proyek Strategis Nasional, 

sehingga pelaku usaha memiliki kepastian penghitungan waktu dan biaya 

atas pengembalian investasi yang diberikan dalam pembangunan Proyek 

Strategis Nasional. Selain itu, kemudahan dalam tahapan pelaksanaan 

Proyek Strategis Nasional memberikan kepastian pembagian risiko dan 

pembagian tugas dalam setiap tahapan pelaksanaan Proyek Strategis 

Nasional, termasuk jaminan tidak dilakukannya nasionalisasi atas Proyek 

Strategis Nasional yang sedang dalam masa konsesi dengan Badan Usaha 

Pelaksana. 

            Dalam kaitannya dengan pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam 

Proyek Strategis Nasional, dilakukan pula relaksasi dalam pengadaannya 

melalui Panel Badan Usaha dan seleksi dalam Panel Badan Usaha. Kedua 

metode tersebut dilakukan tanpa mengurangi persaingan usaha yang sehat 

dan kompetisi antara Badan Usaha, guna mendapatkan Badan Usaha 

Pelaksana yang memiliki kemampuan teknis dan finansial yang layak 

untuk penyelesaian Proyek Strategis Nasional. 

            Selain itu, pendekatan lain dalam Kemudahan Proyek Strategis 

Nasional dilakukan terhadap kemampuan Proyek Strategis Nasional 

berperan sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi kewilayahan melalui 

integrasi infrastruktur sebagai sebuah sistem kesinambungan rantai pasok 

dan ketersediaan sistem logistik bagi peningkatan ekonomi kewilayahan, 

dan pemberdayaan tenaga lokal melalui padat karya sebagai salah satu 

bentuk penanganan dampak sosial atas pelaksanaan Proyek Strategis 

Nasional. 

            Terkait pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah pasca 

penyelesaian masa konstruksi dan/atau masa konsesi juga menjadi bagian 

tidak terpisahkan dari pengelolaan barang milik negara/barang milik 

daerah guna menjaga keberlanjutan operasional dan pemeliharaan serta 
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mempertahankan nilai barang milik negara/barang milik daerah. 

 

II.  PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Cukup jelas. 
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Pasal 12 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “rencana induk sektor” contohnya 

antara lain Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik, 

Rencana Induk Perkeretaapian, Rencana Induk Kepelabuhanan, 

dan Rencana Induk/Tatanan Kebandarudaraan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

Ayat (1) 

Bentuk pembiayaan lain yang sah melalui kerja sama namun 

tidak terbatas pada: 

a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik, seperti 

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), Kerja Sama 

Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK), dan Land Value 

Capture (LVC); 

b. kerja sama dalam optimasi barang milik negara/barang 

milik daerah, serta aset BUMN dan bentuk lainnya Hak 

Pengelolaan Terbatas (HPT); 

c. kerja sama dalam meningkatkan pendapatan negara dan/ 

atau daerah, seperti sewa; dan 

d. kerja sama lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

Cukup jelas. 
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Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Ayat (1) 

Dokumen pendukung atas Proyek Strategis Nasional yang 

diusulkan terdiri atas: 

a. dokumen prastudi kelayakan; 

b. lembar ringkasan dari dokumen prastudi kelayakan; 

c. surat pernyataan persetujuan prinsip dukungan 

Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah, apabila 

diperlukan; dan 

d. dokumen perencanaan, dalam hal proyek belum diusulkan 

dalam daftar rencana KPBU. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Koordinasi yang dimaksud dalam ketentuan ini meliputi: 

a. melakukan pembahasan untuk penyiapan dan 

pelaksanaan transaksi proyek kerja sama Pemerintah 

dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur; 
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b. menentukan prioritas proyek yang akan mendapatkan 

PDF dengan berpedoman pada tata cara, mekanisme, 

kriteria sebagaimana ketentuan yang berlaku; dan 

c. menyampaikan surat daftar prioritas proyek yang akan 

mendapatkan PDF. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

 

Pasal 24 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud dikenakan 

selama masa pembangunan dan/atau selama masa 

konsesi. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 
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Pasal 25 

Cukup jelas. 

 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

 

Pasal 36 

Cukup jelas. 
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Pasal 37 

Cukup jelas. 

 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

 

Pasal 45 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “masyarakat terdampak langsung” 

antara lain: 

a. masyarakat yang menguasai tanah negara atau tanah 

yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 

BUMN, atau badan usaha milik daerah; 

b. masyarakat yang memiliki hak atas tanah; atau 

c. masyarakat yang mengalami kerugian secara langsung 

dan terukur. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

 

Pasal 52 

Cukup jelas. 
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